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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim 
Pengadilan Agama Sukoharjo dalam  memutuskan perceraian karena salah satu pihak 
murtad dan untuk  mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian karena salah satu 
pihak murtad dalam Putusan No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama 
Sukoharjo. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yakni pembahasan 
dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data dan diolah berdasarkan norma hukum, 
doktrin hukum dan teori ilmu hukum. Jenis penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu 
memberikan penjelasan (eksplanatif) mengenai situasi-situasi, kejadian-kejadian atau 
fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kesimpulan penelitian adalah bahwa pada proses 
pembuktian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat keluar dari agama 
Islam (murtad dan kembali ke agama yang dianutnya semula (Kristen) dan sering 
mengikuti aktifitas keagamaannya di gereja, maka dari itu gugatan Penggugat dinilai telah 
memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karena itu 
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sedangkan untuk beberapa akibat hukum yang 
timbul dari suatu perceraian, yaitu putusnya ikatan perkawinan, berlakunya masa iddah 
bagi perempuan, hak asuh anak dan nafkah anak diberikan oleh suami sampai anak 
tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun) serta pembagian harta 
bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97. 
 
Kata kunci: putusan pengadilan tentang perceraian, murtad dalam perkawinan,, 
pengadilan agama sukoharjo 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the consideration of judges and legal basis Sukoharjo 
Islamic Court judge in deciding a divorce because one of the apostates and to determine 
the legal consequences arising from divorce because one of the parties lapsed in Decision 
No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh in the Sukoharjo Islamic Court. This research method using 
the normative method of discussion with how to interpret and discuss the data and 
processed based on the norms of law, legal doctrine and theory of jurisprudence. Kind of 
research is explanatory which provide an explanation about situations, events or facts 
that occur in the field. Conclusion of the study is that the verification process has been 
proven legally and convincingly that the Defendants out of the religion of Islam (apostates 
and their religion back to its original (Christian) religious activities and frequently follow 
in the church, therefore the Plaintiff assessed has fulfilled the requirements of Article 116 
Letter (h) Compilation of Islamic Law. So therefore Plaintiff deserves to be granted, while 
for some of the legal consequences arising from a divorce, namely breaking the bond of 
marriage, the enactment of the prescribed period for women, child custody and child 
living given by the husband to children The adult and can take care of themselves (21 
years) as well as the division of joint property is divided in accordance with the provisions 
as mentioned in Article 96 and 97. 
 





Sebagai bangsa yang memegang teguh budaya ketimuran, masyarakat 
Indonesia pada umumnya sangat menghormati lembaga perkawinan, sebagai 
lembaga yang sakral dan mengandung nilai-niIai religius, hal ini tidak telalu 
berlebihan mengingat esensi perkawinan sesungguhnya merupakan bagian dari 
titah dan anjuran agama kepada pemeluknya. Dari sudut pandang hukum positif, 
perkawinan merupakan sebuah perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi 
para pihak yang melangsungkannya, walaupun perikatan yang timbul bukan 
termasuk dalam ruang Iingkup hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku 
III KUHPerdata, karena hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perkawinan 
adalah hak dan kewajiban dalam hukum keluarga.
1
  
Perkawinan berdasarkan definisi hukum menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 
1974 adalah, “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan 
definisi tersebut dapat kita bayangkan bahwa unsur-unsur religius memang tidak 
dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturan 
perundang-undangan kita dapat memahami bahwa pembentuk undang-undang 
hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal-
administratif sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. 
Upaya memadukan dua unsur tersebut mengandung beberapa konsekuensi, 
Pertama, mengandung konsekuensi positif, karena suatu perkawinan selain bisa 
memenuhi titah dan perintah agama di sisi lain negara juga dapat melakukan 
pengaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh warganya. Kedua, 
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mengandung konsekuensi negatif ketika pengaturan itu dipandang sebagai bentuk 
intervensi dan negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan, karena 
perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah keagamaan.
2
  
Terlepas dan konsekuensi positif dan negatif di atas, pada umumnya 
negara-negara di dunia termasuk negara yang berideologi agama sekalipun, tetap 
mengatur suatu kewajiban pencatatan perkawinan dalam sebuah perundang-
undangan. Hal ini dimaksudkan agar negara bisa melindungi perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh warganya. Perkawinan adalah momen yang bersejarah dalam 
sebuah kehidupan manusia, sehingga tepat kiranya jika negara turut berperan 
dalam melakukan tindakan perlindungan secara administratif dalam bentuk 
pencatatan agar tindakan hukum tersebut memiliki dokumen yang otentik.
3
  
Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar 
yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk 
menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali 
pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah 
yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini 
kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada 
Pengadilan Negeri tempat tinggal isteri. Perceraian bukan saja dikarenakan hukum 
agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh 
budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya 
sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat 
yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi 
perceraian. 
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Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya 
adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama.
4
 
Istilah murtad dalam bahasa Arab diambil dari kata (َّ َدتْرا) yang bermakna 
kembali berbalik ke belakang. Menurut syariat, orang murtad adalah seorang 
Muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, tanpa ada paksaan, dalam usia 
tamyiiz (sudah mampu memilah dan memilih perkara, antara yang baik dari yang 
buruk), serta berakal sehat. Banyak mazhab undang-undang Islam Sunah Wal 
Jamaah abad pertengahan menyatakan bahawa kemurtadan oleh seorang lelaki 
Muslim diancam dengan hukuman mati, selanjutnya memberikan yang murtad itu 
peluang untuk bertaubat dan dengan demikian mengelakkan hukuman. Mereka 




Murtad dapat menjadi alasan perceraian bagi salah satu pihak dalam 
perkawinan yang sah karena jika dalam suatu pernikahan antara kedua belah pihak 
tersebut berbeda agama, maka yang beragama Islam haram hukumnya dan 
pernikahan tersebut bukan lagi suatu hubungan yang dihalalkan tetapi merupakan 
perbuatan zina.  Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan 
bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim 
Pengadilan Agama Sukoharjo dalam  memutuskan perceraian karena salah satu 
pihak murtad dan untuk  mengatahui akibat hukum yang timbul dari perceraian 
karena salah satu pihak murtad dalam Putusan No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di 
Pengadilan Agama Sukoharjo. 
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Adapun manfaat penelitian ini, Pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Islam serta hukum 
acara di peradilan agama pada khususnya; hasil penelitian ini, diharapkan dapat 
memperkaya referensi dan literatur dalam penyelesaian perkara perceraian karena 
salah satu pihak murtad dalam Putusan No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di 
Pengadilan Agama Sukoharjo; hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai 
sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya. 
Kedua, manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai 
bahan pertimbangan bagi siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan supaya 
dapat memperteguh keimanan untuk menghindari perceraian karena salah satu 
pihak murtad; hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan 
pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya supaya tidak mudah 
pindah keyakinan demi menjaga keutuhan rumah tangga dalam pernikahan yang 
sah sesuai tuntunan agama Islam. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yakni cara 
menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan 
norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada 
tentang penyelesaian perkara perceraian karena salah satu pihak murtad dalam 
Putusan No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara dan studi kepustakaan. 
Metode analisis data menggunakan analisa kualitatif, yaitu peraturan, 
jurisprudensi, dan literatur yang ada hubunganya dengan masalah Perceraian 
dengan Alasan Murtad yang dipadukan dengan pendapat responden yang ada di 
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lapangan, dianalisis secara kualitatif, dan dicari pemecahanya, yang akhirnya dapat 
ditarik kesimpulan. Menurut Miles & Huberman, teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yaitu suatu teknik 
analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan (reduksi data, penyajian 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo 
dalam Memutuskan Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad 
 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 
0396/Pdt.G/2012/PA.Skh. Tentang perkara perceraian dengan alasan salah satu 
pihak murtad. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2012 yang 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo. Pada intinya Penggugat 
mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut: 
Pertama, pada tanggal 04 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat 
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah 
Nomor: 556/18/III/1997 tanggal 04 Maret 1997). 
Kedua, kurang lebih sejak sejak 1 minggu setelah menikah  antara 
Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara 
lain: (a) Tergugat kembali ke agama yang dianutnya semula, sedangkan Penggugat 
tetap bersikeras menganut agama Islam; (b) Tergugat sama sekali tidak mau 
memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada 
kepentingan rumah tangganya.  
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Ketiga, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat 
sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan 
hati, Tergugat sering memukuli Penggugat/Tergugat sering menyatakan akan 
menceraikan Penggugat.  
Keempat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada 
bulan Pebruari tahun 2012, Penggugat pergi tidak pamit meninggalkan Tergugat 
dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana 
tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat masih 
berkomunikasi, Tergugat masih memberi nafkah dan biaya pendidikan anaknya;  
Dalam proses pemeriksaan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara 
resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang atau menyuruh orang lain 
sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan. Ketidakhadirannya 
tersebut juga tanpa sesuatu halangan atau alasan yang sah. Oleh karena Tergugat 
tidak hadir di persidangan sehingga perkara ini tidak layak untuk dimediasi, maka 
pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. 
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg, yang 
berbunyi “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu 
peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang 
lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. 
Dari pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai 
ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan alasan bahwa pihak suami (Tergugat) 
telah melakukan murtad (keluar dari agama Islam), sehingga menyebabkan 
ketidakrukunan dalam rumah tangganya. Dengan demikian Penggugat harus bisa 
membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut. 
Dengan demikian maka pemeriksaan perkara dan pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan putusan Nomor: 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh mengenai perkara 
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perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad sebagaimana yang diuraiakan 
tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 116 Huruf (h), Kitab Fiqh Sunnah Karangan Sayid Sabiq Juz 2 
Hal 389, dan juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Ilmu Fiqh lain yang 
berlaku. 
Terkait dengan hal ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu 
Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, yang bernama Bapak Achmad Baidlowi: 
Menurut beliau perkara perceraian dengan alasan terjadinya murtad oleh salah satu 
pihak suami/isteri yang diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo selama ini lebih 
di dominasi dengan awalnya pihak yang semula beragama non muslim lalu telah 
bersyahadat/menyatakan masuk agama Islam dalam rangka untuk menikahi 
pasangannya yang beragama Islam.  
Namun dalam perkembangan berikutnya, di saat mengarungi bahtera 
rumah tangga pihak yang masuk agama Islam tadi dengan suatu alasan tertentu 
kembali ke agama semula yang dianutnya (non muslim), serta menyatakan keluar 
dari agama Islam (Murtad). Oleh sebab itulah, pasangan suami/isteri yang 
beragama muslim merasa menjadi tidak harmonis lagi rumah tangganya serta 
sering menyebabkan terjadinya cekcok/pertengkaran. Kemudian akhirnya 
mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
7
 
Dalam pemeriksaan perkara perceraian Nomor: 0396/Pdt.G/2012/PA. Skh. 
dengan alasan murtad, menurut Bapak Achmad Baidlowi yang dijadikan sebagai 
pertimbangan hukum pokok sebelum menjatuhkan putusan. Pertama, karena 
adanya gugatan perceraian dari Penggugat dengan dalih rumah tangganya sudah 
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tidak harmonis lagi, mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan 
yang disebabkan karena salah satu pihak kembali ke agama semula (non muslim), 
dan keluar dari agama Islam (Murtad).  
Kedua, pada awal persidangan sampai dengan sebelum putusan, Majelis 
Hakim sudah berusaha menasihati serta mendamaikan antara Penggugat dengan 
Tergugat agar hidup rukun dan harmonis kembali, namun ternyata usaha tersebut 
tidak berhasil.  
Ketiga, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan bukti surat yang berupa 
akta nikah, dapat dibuktikan adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dengan 
Tergugat.  
Keempat, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang 
dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, telah menyampaikan keterangan-
keterangan di bawah sumpah, yang ternyata keterangan para saksi tersebut 
menguatkan dalil gugatan Penggugat.  
Kelima, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan layak agar datang di 
persidangan, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah hadir. Maka 
dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui semua dalil-dalil 
gugatan Penggugat.  
Keenam, dalam petitum primer gugatan perceraian ini, Penggugat mohon 
Pengadilan Agama Sukoharjo c/q Majelis Hakim, agar Majelis Hakim 
menjatuhkan Talak ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat, namun 
berdasarkan kenyataan di Persidangan yang telah terbukti dengan murtadnya 
Tergugat, maka Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan primer Penggugat 
tersebut. Kemudian dengan pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan, Majelis 
Hakim lebih mempertimbang-kan berdasarkan substansi dari perceraian tersebut. 
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Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi Majelis Hakim lebih 




Pada saat menjatuhkan putusan, pasti Majelis Hakim mempunyai 
pertimbangan mengenai dasar hukum yang dijadikan landasan/pedoman dalam 
memutus perkara yang diperiksanya tersebut. Bapak Achmad Baidlowi 
mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, adalah 
Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perceraian dapat 
terjadi karena alasan peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidak rukunan dalam rumah tangga” dan Kitab Fiqh Sunnah Karangan Sayid 
Sabiq Juz 2 Hal 389, yang berbunyi “Apabila suami atau isteri murtad/keluar dari 
agama Islam, maka putuslah hubungan perkawinan masing-masing. Sebab 
kemurtadan salah seorang pasangan suami atau isteri tersebut menyebabkan 
perceraian suami atau isteri tersebut, dan perceraian ini diibaratkan sebagai 
fasakh”. 9 
Akibat Hukum yang Timbul dari Perceraian Karena Salah Satu Pihak 
Murtad dalam Putusan No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama 
Sukoharjo 
 
Data penelitian ini berdasarkan pada Putusan Nomor: 
0396/Pdt.G/2012/PA.Skh tentang perkara perceraian dengan alasan salah satu 
pihak murtad dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Inti dari 
putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Dengan 
putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat 
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melahirkan suatu akibat hukum baru. Terdapat beberapa akibat hukum yang 
ditimbulkan dari suatu perceraian. 
Dalam setiap putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan 
telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan melahirkan akibat hukum baru. 
Hal ini disebabkan karena adanya pemutusan hubungan pertalian dalam hukum 
perkawinan tersebut. Terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu 
perceraian, namun akibat hukum yang timbul dari perceraian baik dengan alasan 
murtad maupun dengan alasan lainnya pada hakikatnya adalah sama. 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama 
Sukoharjo, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu Hakim Pengadilan 
Agama Sukoharjo yang bernama Bapak Achmad Baidlowi. Beliau mengatakan 
bahwa terdapat beberapa akibat hukum yang timbul dari suatu perceraian, yaitu 
Pertama, putusnya ikatan perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 114 
Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa perceraian yang 
terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dapat mengakibatkan 
putusnya ikatan perkawinan.  
Kedua, berlakunya masa iddah bagi perempuan. Setiap perceraian 
mengakibatkan adanya Iddah bagi seorang istri, menurut Kompilasi Hukum Islam 
terdapat beberapa ketentuan. Dalam Pasal 153 ayat (2) yang berbunyi “Waktu 
tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (1) Apabila perkawinan 
putus karena kematian, walaupun qobla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 
(seratus tiga puluh) hari, (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu 
tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 
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(Sembilan puluh) hari, (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang 
janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, 
4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam 
keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.  
Ketiga, hak asuh anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 Kompilasi Hukum 
Islam, yang berbunyi: (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 
adalah umur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) Orang tuanya mewakili anak 
tersebut mengenai segala perbuatan di dalam dan di luar pengadilan, (3) 
Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang 
mampu menunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua orang tua nya tidak 
mampu.  
Keempat, nafkah anak. Hal ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 
Islam pada Pasal 156 huruf (d) yang berbunyi “Semua biaya Hadhanah dan nafkah 
anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya 
sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).  
Kelima, harta bersama. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada 
Pasal 157, menyebutkan bahwa “Harta bersama dibagi menurut ketentuan 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97”. 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Pertama, pertimbangan dan dasar hukum hakim pengadilan agama 
sukoharjo dalam memutuskan perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad. 
Pada proses persidangan pembuktian yang tertuang dalam Putusan Nomor: 
0396/Pdt.G/2012/PA. Skh. Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh 
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Penggugat dan Tergugat di persidangan dan keterangan saksi-saksi, apabila 
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata satu sama lainnya 
saling bersesuaian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada intinya adalah 
Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan sah suami isteri dan sampai saat 
ini telah dikaruniai 3 orang anak; Tergugat kembali ke agama yang dianutnya 
semula (Kristen) dan sering mengikuti aktifitas keagamaannya di gereja. 
Penggugat tetap bersikeras menganut agama Islam. Keadaan yang seperti itu 
menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangganya. Selanjutnya Hakim merumuskan pertimbangan hukumnya yang akan 
dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta-fakta yang 
telah terbukti dan terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim pemeriksa 
perkara Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat dan berkesimpulan, bahwa 
gugatan Penggugat mengenai perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak 
murtad tersebut adalah cukup beralasan untuk dikabulkan. Karena pada proses 
pembuktian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat keluar dari 
agama Islam (murtad dan kembali ke agama yang dianutnya semula (Kristen) dan 
sering mengikuti aktifitas keagamaannya di Gereja. Maka dari itu gugatan 
Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi 
Hukum Islam. Sehingga karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan. 
Kedua, akibat hukum yang timbul dari perceraian karena salah satu pihak 
murtad dalam Putusan No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama 
Sukoharjo. Terdapat beberapa akibat hukum yang timbul dari suatu perceraian, 
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yaitu antara lain putusnya ikatan perkawinan, berlakunya masa iddah bagi 
perempuan, hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama.  
Saran 
Pertama, bagi setiap pasangan suami-isteri untuk selalu tetap menjaga 
keharmonisan dan kerukunan hidup rumah tangganya. Sebisa mungkin hindari 
pertengkaran/percekcokan antara suami dan isteri yang menyebabkan rumah 
tangga menjadi tidak harmonis lagi. Apabila setiap kali ada permasalahan dalam 
kehidupan rumah tangga agar bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, jangan 
sampai dengan terjadinya suatu perceraian. Maka pada saat mengarungi bahtera 
kehidupan rumah tangga agar tetap menjaga komitmen awal tersebut. Dan 
mewujudkan kehidupan rumah tangga dengan harmonis, bahagia, sejahtera. 
Jangan sampai di tengah jalan memilih keluar dari agama Islam (murtad), sehingga 
menyebabkan perceraian.  
Kedua, bagi hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan 
mengadili perkara-perkara perceraian, khususnya perkara perceraian dengan alasan 
salah satu pihak murtad. Diharapkan Hakim harus cermat dan teliti dalam 
memeriksa perkara tersebut. Dalam proses pembuktian di persidangan Majelis 
Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau 
tidak. Jika memang Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya maka Majelis 
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